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Menimbang

Mengingat

a.

1.

KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUKUMBA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Batas
Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan dalam
Penatausahaan Keuangan Lingkup Pemerintah Kabupaten
Bulukumba Tahun Anggaran 2020;

bahwa  berdasarkan  penyampaian  permasalahan  hasil
pemeriksaan interen atas laporan keuangan tahun anggaran
2019 pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba Nomor 08 /LKPD-
Interen/Bulukumba/02/2020 tanggal 18 Februari 2020 dimana
terdapat pencairan SP2D-UP yang tidak sesuai Peraturan Bupati
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Batas Jumlah Uang Persediaan
dan Ganti Uang Persediaan dalam Penatausahaan Keuangan
Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran
2020 yaitu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Kabupaten Bulukumba;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Bupati
Bulukumba Nomor 2 Tahun 2020 tentang Batas Jumlah Uang
Persediaan dan Ganti Uang Persediaan dalam Penatausahaan
Keuangan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun
Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bulukumba Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Angaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun
2019 Nomor 9);

Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 66 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun Angaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BULUKUMBA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG BATAS
JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN
DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 2 Tahun 2020
tentang Batas Jumalah Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Dalam
Penatausahaan Keuangan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukukba Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 2,
diubah sebagai berikut :



Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
(1) Batas Jumlah UP dan GU Persediaan untuk masing-masing Perangkat
Daerah, meliputi:
a. batas jumlah pengajuan SPP-UP masing-masing Perangkat Daerah; dan

b. batas jumlah pengajuan SPP-GU sebesar jumlah dana yang telah
digunakan dan/atau dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti yang
sah dan lengkap yang dilampirkan pada saat pengajuan SPP-GU.

(2) Batas Jumlah UP dan GU Persediaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdapat perubahan pada lampiran Peraturan Bupati ini, yaitu pada Nomor
24, Kode Satuan Kerja 2.17.1.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 19 Februari 2020

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 19 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,
ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2020 NOMOR 9



